GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR @&TAHUN 2020
TENTANG
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
DINAS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Ketahanan P‘:m_&’-“an
perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas
Ketahanan Pangan;
b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan
Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan, menetapkan periunya perumusan tugas, fungsi
dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur
tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1936 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Dacrah Swatantra Tingkat | Kalimantan Selatan
;ciagailggga:g-l!ndae’ng (Lembaran Negara Republik Indonesia
ahun Nomor 65, Tambahan Le v 1
Indonesia Nomor 1106); o Mo eoubi
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah den
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ag;!n
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenruka::
Pcraturqn Perundang-undangan (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran \?cgau rak

Republik Indonesia Nomor 6398); l

Mengingat: 1.
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A Undang Undang Nomor I8 Talivn 2002 tentang Pangan (L mibaran
Negarn Republile Indonesin: Tahwmn 2012 Nomor 227, Tanhahan
Lembaran Negara Repubhik Indonesin Nomor Hi60),

5. Undang Undang Nomor 5 Tuhun 2000 tentang Aparatul il
Negara (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahan 2014 Homor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomaor 5494),

0. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20040 tentiang I'emerintalian
Daerah  (Lembaran  Nepara  Republik  Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  Republike Indonesia
Nomor 5587) sebugaimana telah diubah beberapa kali, teraldhi
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubnhin
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daernh  (Lembaran  Negarn Republile  Indonesin
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negora Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan
Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesin Tauhun 2015
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara  Republike  Indonesin
Nomor 5680);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentung Pembinann
dan Pengawasan Penyelenggaranan Pemerintahon Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor 604 1);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pernturan
Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negnri
Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor BO Tahun 2015 tentany
Pembentukan Produk Hukum Daeranh  (Beritn Negonra  Republik
Indonesin Tahun 2015 Nomor 2036) sebagnimann telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor K0
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Selntan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daernh
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kanlimantan Selatan Nomor 100);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:  PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN
URAIAN TUGAS DINAS KETAHANAN PANGAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintzhan
yang menjadi kewenangan dacrah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Kabupaten/Kota adalah  Kabupaten/Kota di  wilayah Provinsi
Kalimantan Seclatan.

5. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Kcpala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi
Kalimantan Selatan.

7. Seckretariat adalah Sekretariat pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi
Kalimantan Selatan.

8. Unit Pclaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
Unit Pelaksana Teknis Dacrah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Kalimantan Selatan.

9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air,
baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan
tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.

10. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah
pangan asal tumbuhan yang dihasilkan dari proses pasca panen untuk
konsumsi, maupun sebagai bahan baku.

11. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah susunan
keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari
kelompok pangan utama.

12. Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya
disingkat OKKPD adalah sebagian kewenangan yang diserahkan kepada
::;;:.h Provinsi untuk melaksanakan pengawasan keamanan pangan

BAB I1
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Dinas mempunyai tu
s gas melaksanakan urusan meri ;
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dli);::idar:g“g:;ngansang
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(2)

(3)

(4)

(1)

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kebijakan teknis ketersediaan dan kerawanan pangan;

b. koordinasi kebijakan teknis pendistribusian dan pencadangan pangan;

c. koordinasi kebijakan teknis konsumsi dan penganekaragaman
pangan;

d. koordinasi kebijakan teknis keamanan pangan;

e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPTD; dan

f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan bidang pangan daerah;

b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan
teknis ketersediaan dan kerawanan pangan;

c. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan
teknis pendistribusian dan pencadangan pangan;

d. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan
teknis konsumsi dan penganckaragaman pangan;

e. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
teknis keamanan pangan;

f. membina, mengawasi, dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis;

g. membina, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan
kesekretariatan; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas
dan kewenangannya.

Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

Sekretariat;

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;,

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;

Bidang Keamanan Pangan;

Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

® S0 A0 o

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

Sckrctariat' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a
mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaar;

keuagn-gan _dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan
administrasi kepegawaian.
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(2)

(3)

(4)

Selaetariat - dalam  melaksanakan tugns  sebagnimana dimalkesud
pada ayat (1) mempunyai funpgs::

n.

D,

d.

g

penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan  pengendalian kegintan  penyusunan  program, dan  rencana
kegiatan Dinas Ketahanan Panpan;

penyusunan - program,  koordinasi,  pembinaan,
dan pengendalian penyusunan laporan kegiatan Dinas Ketahanun
Pangan;

penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian pengelolaan aset Dinas Ketahanan Pangan;
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
penyusunan  program, koordinasi, pembinaan,  pengaturan,
dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan

masyarakat.

pengaluran,

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

h.

menyusun  program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kerja Dinas
Ketahanan Pangan;

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Ketahanan
Pangan;

menyusun  program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan,;
menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas Ketahanan Pangan;
menyusun  program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
menyusun  program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

menyusun  program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana,
dan hubungan masyarakat; dan

melaksanakan  tugas  lain  sesuai  dengan  bidang tugas,

dan kewenangannya.

Sckretariat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

i,
b,
C;

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
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(1

(1)

(2)

) -

Mannl 4

Aub Baglan Perencanaan don Pelaporan sebagaimana dimanksud dalam

Pasal 3 ayat (1) hurul o mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

program dan rencana kegintan serta menyusun  laporan pelaksanaan

kegintan Dinas Ketahanan Pangan,

Sub Bagion Perencanann dan  Pelaporan dalam melaksanakan tugas

sebagaimann dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai

berikut; .

n, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kcepgiatan
Dinas Ketahanan Pangan; '

b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Dinas
Ketanhanan Pangan;

¢. menyinpkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan
rencann strategis,

d. menyinpkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan

rencann kerjn Dinas Ketahanan Pangan;

menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Ketahanan

Pangnn;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan;

Z. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan
Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban,

h. menyinpkan bahan dan menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan
program dan pelaporan; dan

j. melaksanakan  tugas  lain  sesuai  dalam  bidang  tugas
dan kewenangannya.

«

- o

Pasal 5

Sub Bagian Keuangan dan Asct sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (4) huruf b mempunyai tugas meclaksanakan penyusunan rencana

anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan

nsel,

Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan
keuangan dan aset;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan
keuangan;

¢. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penatausahaan
aset;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan
rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Ketahanan Pangan;

¢. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun
rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;

f.  menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi
keuangan;
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(1)

(2)

g menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan dan pelaporan

ascl,

h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventans ruangan;

1. menyiapkian bahan dan menyusun laporan
dan pertanggungjawaban keuangan;

j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun
cksternal serta tindak lanjut hasil permerniksaan;

k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji
dan tunjangan; dan

. melaksanakan  tugas
dan kewenangannya.

kiner;a

lain  sesuai dengan bidang  lugas
Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4) huruf ¢ mempunyai tugas mengelola surat-menyurat,
ckspedisi dan kearsipan, urusan rumah tanggs, hubungan masya.rakag
dan keprotokolan, organisasi, dan ketatalaksanaan seria administrasi

kepegawaian,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas
schagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebaga
berikut:

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan

a.
surat-menyurat, ckspedisi dan kearsipan, urusan rumah langga,

hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi
dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas Ketahanan
Pangan;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan
surat-menyurat, ckspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga,
hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi
dan ketatalaksanaan serta kepegawaian,
menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat
dan ckspedisi;
d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi
serta penghapusan arsip;
e. menyiapkan  bahan, mengelola fasilitas  kerumahtanggaan,
mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
{. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan aset;
menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan
masyarakat dan keprotokolan;
h. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi
dan ketatalaksanaan;
i. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut
kepangkatan pegawai;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kineria
pegawai,
menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;

menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan

335 x
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

T TR AAS A g S ¥ T T m——

o. melaksanakan  tugas lain  sesuai dengan  bidang  tugas
dan kewenangannya,
Bagian Ketiga
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 7

Bidang Ketersedinan dan Kerawanan Pangan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan,
membina, mengatur, dan mengendalikan penyediaan kebutuhan pangan
pokok dan pangan lainnya dalam rangka penanganan kerawanan pangan.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan tugas

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan,
pengaturan, dan pengendalian penyediaan kebutuhan pangan pokok
dan lainnya; dan

b. penyusunan  program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian penanganan kerawanan pangan.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan tugas

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas scbagai

berikut:

a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis penyediaan
dan penanganan kerawanan pangan;
b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan penyediaan kebutuhan pangan pokok dan lainnya;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan penanganan kerawanan pangan; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas
dan kewenangannya.

Bidang Ketersedian dan Kerawanan Pangan scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. Scksi Keterscdiaan Pangan; dan

b. Seksi Kerawanan Pangan.

Pasal 8

Scksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengembangan jaringan,
penyediaan  infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung
ketahanan pangan Jainnya, bimbingan tcknis, dan pemantauan
ketersediaan pangan.

Slcksi Ketersediaan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. fnc.nyinpkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan
Janngan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya
pendukung ketahanan lainnya, bimbingan teknis, dan pemantauan
ketersediaan pangan;

b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data mitra keri i

’ na penyed
pangan pokok dan/atau pangan lainnya; s
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¢oomenyviapkan bahan dan menvusun petanjuk  teknis pelaksanian
penrembangan janngan, bimbingan teknis, supervist dan pemantauan
Netersediaan pangan;

do menviapRan bahan koondinasi dalam rangka pengembangan jaringan
Retersedaan pangan;

¢, menviapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis ketersediann
pangan;

L menviapkan bahan koondinasi ketersedinan pangan menghadapt hart
besar Keagamaan nasional (HBKN);

R menviapkan bahan  koordinasi  penyedinan  inslrastrnkoar . pangan
dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

ho menviapkan bahan  dan  melaksanakan  pengkajian - dan analisis
Ketersediaan pangan;

Lomenviapkan  bahan  dan  melaksanakan  penyediaan
pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

1. menghimpun data dan informasi untuk penyusunan neraci bahan |
makanan (NBM); i

K. menviapkan  bahan  dan  melaksanakan  koordinasi pengendalinn
penvediaan kebutuhan pangan pokok dan lainnya;

l.  menghimpun data dan informasi untuk penyusunan PPH ketersediaan
pangan;

m. menyiapkan  bahan  dan  melaksanakan  pengembangan jaringan
informasi ketersediaan pangan;

n. melaksanakan  pemantauan  dan  evaluasi  kegintan - penyedinan
infrastruktur pangan dan sumber dayn pendukung ketahanan lainnya;

o. menviapkan bahan dan menyusun laporan kinerjn  pelaksanaan
kegiatan pengembangan jaringan, penyedinan infrastruktur pangan
dan sumber daya pendukung ketahanan lainnya, bimbingan teknis,
dan pemantauan ketersediaan pangan;

p. melaksanakan  tugas  lain - sesuai dengan bidang  tugas
dan Kewenangannya.

infrastruktur

Pasal ©

(1) Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, bimbingan teknis,
penvusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan serta pemantauan
penanganan kerawanan pangan.

(2) Seksi Kerawanan Pangan dalam melaksanakan tugas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian,
bimbingan teknis, penyusunan peta kerentanan dan  ketahanan
pangan serta pemantauan penanganan kerawanan pangan;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatan pengkajian, bimbingan teknis, penyusunan peta Kerentanan
dan ketahanan pangan serta pemantauan penanganan Kerawanan
pangan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota
dalam penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan validasi data rawan pangan;
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e menyinpkan bahan dan menyusun peta kerentanan dan ketahanan
panpan, .

{ menyiapkan  bahan  dan  melaksanakan  analisis dan pengkajian
penanganan kerawanan pangan;

v menyiapkan bahan dan  melaksanakan kerja sama penan
kerawanan pangan, o

h. menviapkan bahan dan melaksanakan pengkajian  dan analisis
penyedinan  infrastruktur  pangan  dan sumber daya pendukung
ketahanan pangan lainnya; .

i. menyiapkan bahan, dan melaksanakan penyusunan analisis sistem
kewaspadaan pangan dan gizi;

j. menyiapkan bahan dan mclaksanakan penanganan kerawanan
pangan lintas Kabupaten/Kota,

k. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan
kerentanan dan ketahanan pangan provinsi;

I. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis penanganan
kerawanan pangan; )

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;

n. menyiapkan bahan kajian penyediaan infrastruktur  pangan
dan sumber daya pendukung pangan lainnya;

0. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan

kegintan pengkajian, bimbingan teknis, penyusunan peta kerentanan
dan ketahanan pangan serta pcmantauan penanganan kerawanan

pangan; dan
p. meclaksanakan  tugas lain sesuai dengan bidang  tugas
dan kewenangannya.

g}]l"l:'lﬂ

informasi

Bagian Keempat
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 10

(1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (4) huruf ¢ mempunyai tugas mengoordinasikan, membina,
mengatur  dan  mengendalikan  pengembangan sarana  distribusi,
peningkatan cadangan pangan dan harga pangan.

(2) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan tugas
schagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan  program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian pelaksanaan pendistribusian pangan;

b. penyusunan  program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian pelaksanaan pencadangan pangan; dan

€. penyusunan  program, koordinasi, pembinaan, pengaturan

dan pengendalian harga pangan. '

(3) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan tugas

schbagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai urai S
berikut: ) punyal uraian tugas scbagai
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a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pendistribusian
dan pencadangan pangan;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina,
mengendalikan pelaksanaan pendistribusian pangan;

¢. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pelaksanaan pencadangan pangan;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina,
mengendalikan harga pangan; dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan
kewenangannya.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. Seksi Distribusi Pangan; dan

b. Seksi Harga dan Cadangan Pangan.

mengatur dan

mengatur dan

bidang tugas dan

Pasal 11

Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4)

huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan p._enggmbangan

jaringan distribusi, bimbingan teknis, dan pemantauan distribusi pangan.

Seksi Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas 'sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian dan
pengembangan jaringan distribusi, bimbingan teknis, dan pemantauan
distribusi pangan;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
pengkajian dan pengembangan jaringan distribusi, bimbingan teknis,
dan pemantauan distribusi pangan;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis
pengembangan distribusi pangan;

d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi rantai

pasok dan jaringan distribusi pangan;

menyiapkan bahan melaksanakan pengkajian dan analisis distribusi

pangan di daerah;

f.  melaksanakan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk
memudahkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan;

g. melaksanakan kerja sama dengan penyediaan sarana dan prasarana
distribusi pangan;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan supervisi
pelaksanaan distribusi pangan;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi
kegiatan distribusi pangan;

3o menyiapkan bahap dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan
kegiatan pengkajian dan pengembangan jaringan distribusi,
bimbingan teknis dan pemantauan distribusi pangan; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang  tugas
dan kewenangannya.
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P'nanl 12

achagnimana dimaksud dalam

Aeleal Mpn dinn Cadanpgan Pangan
lnksanankan pengkajian,

Paanl 10 aval (1) hural b mempunyai tugas me
penpndann, penpelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
Qeleai Hmpa dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan tugas
achnpaimann dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas schagal

Berilont:
n, menyiapkan  bahan dan  menyusun
penpadann, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan,

bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
penyaluran cadangan

rencana  kegiatan pengkajian,

b, menyinpkan
penphajinn,  pengadaan, pengelolaan dan
pangan,;

¢, mengumpulkan, mengolah, menganali
codangan pangan daerah;

. menyiapkan  bahan-bahan koordinasi
pangan pokok dan/atau pangan lainnya
pasokan dan harga pangan;

e, mengumpulkan, mengolah
di tingkat produgen dan konsumen untuk

melaksanakan

leh pemerintah pusat;

akan analisis dan kajian pasokan

sis, dan menyajikan data

penycdiaan dan penyaluran
dalam rangka stabilisasi

dan menyajikan data harga pangan
pancl harga;

[, menyiapkan bahan dan kajian dan analisis harga

pangan lokal yang ditetapkan o

menyinpkan bahan dan melaksan

dan harga pangan,

. menyinpkan bahan n
yang tidak ditetapkan

i, menyiapkan bahan d
terkait dalam menentukan harga minimum
ditetaplkan oleh pemerintah pusat;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan prognosa neraca

pangan,

I, menyiaplan bahan
cadangan pangan dacrah,

ymusan penentuan harga minimum pangan lokal

oleh pemerintah pusat;
an melaksanakan kerja sama dengan instansi
pangan lokal yang tidak

dan melaksanakan pengadaan dan pengelolaan

I, menyiapkan  bahan dan melaksanakan pemberdayaan gudang

penyimpanan pangan cadangan pangan,

m, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan harga pangan

dan cadangan pangan dacrah;
melaksanakan monitoring dan cvaluasi  pelaksanaan pengadaan
’

pengelolann dan penyaluran cadangan pangan;
0. menyiapkan bahan dan  menyusun laporan kinerja kegiatan
pengkajian, pengadaan, pengelolaan  dan  penyaluran  cadangan

pangan; dan
p. melakaanakan  tugas  lain - sesuai  dengan bidang  tugas

dan kewenangannya,
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—, Ly

T ey -y



(1)

(2

&)

@)

(1)

« {3 =

Bagian Kelima
Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Pasal 13

Bidang Konsumsi dan Penganckaragaman Pangan sebagaimana dima}csud
dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan,
membina, mengatur dan mengendalikan peningkatan konsums
dan pengembangan pangan lokal serta promosi penganckaragaman
konsumsi pangan.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dalam mclaksapakﬂn
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian peningkatan konsumsi pangan lokal;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian pengembangan pangan lokal;

€. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian promosi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,

dan pengendalian pelaksanaan pengaanekaragaman pangan.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

menylapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis peningkatan

konsumsi dan penganekaragaman pangan lokal;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan peningkatan konsumsi pangan lokal;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan pengembangan pangan lokal;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan pelaksanaan pengaanekaragaman pangan; dan

f. mclaksanakan tugas lain sesuai dengan  bidang tugas
dan kewenangannya.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal; dan

b. Seksi Promosi dan Penganekaragaman Pangan.

da.

Pasal 14

Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud
dalam "Pasal _13 ayat (4) h_uruf a mempunyai tugas melaksanakan
pengkajian, bimbingan teknis, fasilitasi dan sosialisasi peningkatan
konsumsi dan pengembangan pangan lokal. )

vipinudi aernygari vdinscarnner



(2) Seksi Konsumai dan Pengembangan Pangan Lokal dalam melnksanakan
tugan sebagnimonn dimndead poddae aynt (1) mempunyni uraian  hapan
sebagn berdont
A menviapkan bahan dan menyusun rencann kegintan - pengkajinn,

bimbingan telonn, fasihtosi dan sosinlisasi peningkatan konsume
dan pengembangan pangan lokal;

b, menyinplkan bahan  dan  menyusun  petunjuk teknis pelaksanann
penglagian, bimbingan teknis, fasilitasi dan sosinlisasi peningkatan
konsumsi dan pengembangan pangan lokal;

¢ mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data jenis pangan lokal
yang baik dikonsumsi dan dikembangkan,

d. menyinpkan bahan dan melakasanakan kajian dan analisis tingkal
konsumsi masyarakat terhadap pangan lokal,

¢.  menyinpkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis konsumsi
pangan dan pengembangan pangan lokal;

.. menyinpkan  bahan  dan  melaksanakan sosinlisasi  peningkatan
konsumsi dan pengembangan pangan lokal;

g. menyinpkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemanfaatan lahan
pekarangan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penghitungan konsumsi energi
dan protein masyarnkat per kapita per tahun;

i. menyinpkan bahan dan melaksanakan penyusunan  peta pola
konsumsi pangan;

j.  melaksanakan  pemantauan  dan  supervisi - tingkat konsumst
masyarakat terhadap pangan lokal,

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi  pelaksanaan  kegiatan
pengkajian, bimbingan teknis, fasilitasi dan sosialisasi peningkatan
konsumsi dan pengembangan pangan lokal,

I.  menyinpkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan
kegintan pengkajian, bimbingan tcknis, fasilitasi dan sosialisasi
peningkatan konsumsi dan pengembangan pangan lokal,

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi serta pembinaan
dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui perhitungan
Skor PPH dan menurunkan konsumsi beras; dan

n. melaksanakan  tugas lain  sesuai  dengan  bidang  tugas
dan kewenangannya.

Pasal 15

(1) Scksi Promosi dan Penganckaragaman Pangan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b mempunyai tugas memperkenalkan,
memperagakan  dan  menyebarluaskan  informasi  yang berkaitan
penganckaragaman pangan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

(2) Seksi Promosi dan Penganckaragaman Pangan dalam melaksanakan tugas
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas scbagai
berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan promosi
dan penganckaragaman pangan;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
promosi dan penganckaragaman pangan;

Dipindai dengan CamScanner
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c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data aneka ragam

konsumsi makanan yang dipromosikan;

d. melaksanakan inventarisasi jenis media informasi yang efektif untuk
promosi penganekaragaman konsumsi pangan, .

e. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi
seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan gerakan konsumsi pangan non
beras dan non terigu;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan komunikast,
dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;

h. melaksanakan kerja sama dengan instansi/lembaga/ kelompok
masyarakat dalam percepatan penganckaragaman konsumsi pangan
berbasis sumber daya lokal;

i. meclaksanakan pemantauan dan supervisi
konsumsi pangan yang dilakukan olch masyarakat;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan promosi

dan penganekaragaman konsumsi pangan,

k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan
kegiatan promosi dan penganckaragaman konsumsi pangan; dan

l. melaksanakan tugas lain  sesuai dengan  bidang

dan kewenangannya.

informasi

penganekaragaman

tugas

Bagian Keenam
Bidang Keamanan Pangan

Pasal 16

Bidang Keamanan Pangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)

huruf e mempunyai tugas mengoodinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan,

pendampingan pelaku usaha dan informasi keamanan pangan.

Bidang Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian pelaksanaan pengawasan keamanan pangan;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian pelaku usaha pangan; dan

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian informasi keamanan pangan.

(3) Bidang Keamanan Pangan dalam mclaksanakan tugas secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis keamanan

(1)

(2)

a.
pangan;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan;

Cc. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
mengendalikan pelaku usaha pangan; '

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
mengendalikan informasi keamanan pangan; dan '
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(1) Wdang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdir
atas:

a. Scksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
b. Seksi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan.

Pasal 17

(1) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan bimbingan
teknis, pengkajian, pemantauan dan pencegahan tercemarnya pangan
segar yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan keschatan
manusia,

(2) Scksi Pengawasan Keamanan Pangan dalam mclz}ksanakan tugas
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagail
berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan
teknis, pengkajian, pemantauan dan pencegahan tercemarnya pangan
segar yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan
keschatan manusia;

b. menyiapkan bahan dan penyusun petunjuk teknis pelaksanaan
bimbingan teknis, pengkajian, pemantauan dan pencegqhan
tercemarnya pangan secgar yang dapat mengganggu, merugikan
dan membahayakan kesehatan manusia;

c¢. menyiapkan bahan koordinasi pengawasan keamanan produk pangan
scgar yang beredar;

d. menghimpun, mengelola dan menyajikan data jenis produk pangan
segar yang beredar;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian dan analisis
keamanan produk pangan yang beredar;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian kualitas produk
segar pangan yang beredar;

g. menyiapkan bahan pembinaan kepada pelaku usaha penyedia atau
distributor produk pangan segar;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan peredaran produk
pangan segar yang beredar;

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengawasan
keamanan pangan segar;

J.  melaksanakan pemantauan dan supervisi keamanan produk pangan
segar yang beredar;

k. meclaksanakan monitoring dan evaluasi keamanan produk pangan
segar yang beredar;

1. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan
kegiatan pengawasan keamanan pangan segar; dan

m. melaksanakan tugas lain  sesuai dengan bidang

tu
dan kewenangannya. gas
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Pasal 18

(1) Scksi Kelembagaan dan  Informasi Keamanan Pangan H(.‘:hﬂj.{:limilﬂu
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b mempunyal (UgaS
melaksanakan penguatan kelembagaan pengawasan keamanan pangan,
mengembangkan informasi

sosialisasi dan promosi serta
keamanan pangan.

(2) Secksi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan
dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai uraian tugas scbagai berikut:

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penguatan

kelembagaan pengawasan kecamanan pangan, gosialisasi dan promosi
serta mengembangkan jaringan informasi kcamanan pangan;

b. menyiapkan bahan dan penyusun pectunjuk teknis pcnin_gkfitar]
penguatan kelembagaan pengawasan keamanan pangan, sosialisasi
dan promosi serta mengembangkan jaringan informasi kecamanan
pangan;

c. menyiapkan bahan dan meclaksanakan
keamanan produk pangan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi keamanan produk

pangan melalui media informasi;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis penguatan

kelembagaan pengawasan keamanan pangan;

f. menyiapkan bahan rapat koordinasi dengan instansi/lembaga terkait

dalam rangka penguatan kelembagaan pengawasan keamanan

pangan;

melaksanakan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dalam

rangka pengembangan jejaring informasi keamanan produk pangan;

h. menyiapkan bahan koordinasi jejaring keamanan pangan nasional

(JKPN);

menyiapkan bahan dan fasilitasi Otoritas Kompeten Keamanan

Pangan Daerah (OKKPD) untuk melaksanakan pengawasan jaminan

mutu pangan segar hasil pertanian;

menyiapkan bahan dan melaksanakan registrasi produk PSAT dalam

rangka pemberian jaminan mutu pangan segar;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan sertifikasi kepada lembaga
penyedia produk pangan segar;

. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan
kegiatan penguatan kelembagaan pengawasan keamanan pangan,
sosialisasi dan promosi serta mengembangkan jejaring informasi
keamanan pangan; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang  tugas

dan kewenangannya.

a.

sosialisasi pentingnya
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Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 19

UPTD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f dibentuk

dengan Peraturan Gubernur.
Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesual dengan

ketentuan perundang-undangan.

(1)

(2)

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)
huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam
kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis, jenjang, tugas, dan rincian tugas masing-masing Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3)

BAB 1l
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidan
_ an
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dings.y .
(3) Masing-masing Sub Bagian pada Dinas dipimpin oleh seoran
: ; g Kepala Sub
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertan ul
it iy ggungjawab kepada

Dipindai dengan CamScanner



Kepala Scksi yang

(4) Masing-masing scksi pnda Dinas dipimpin olch scorang . "
In masing-masing

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepac
Kepala Bidang.
BAB IV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubcmur"
Kalimantan Selatan Nomor 0130 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi

Dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan sleatan
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 130), dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal (0 [/ /1))
Plt. GUBERNYR KALIMANTAN SELATAN,

u‘_f-
2

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru

pada tanggal U d NUV 4z
PENJABAT S ETARIS DAERAH
PROVINSI

[ZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR /£
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